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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam telah mengatur setiap aspek kehidupan manusia baik yang 

menyangkut segala sesuatu  yang langsung berhubungan dengan Allah SWT 

maupun terhadap sesama umat manusia. Salah satunya aturan Allah yang 

berhubungan dengan manusia yakni tentang kewarisan. Dalam kehidupan 

bermasyarakat, kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang 

memegang peranan penting. Bahkan merupakan hal yang sangat menentukan 

sistem atau bentuk hukum yang berlaku dimasyarakat.
1
 Disamping itu, hukum 

kewarisan merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup 

kehidupan manusia, karena setiap manusia hidup pasti mengalami hukum yang 

lazim yang disebut dengan kematian. Hukum kewarisan ialah hukum yang 

mengatur hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia oleh ahli waris 

atau badan hukum lainnya.
2
 

Syariat Islam menetapkan aturan hukum waris dengan bentuk yang sangat 

teratur dan adil, didalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap 

manusia. baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal, syariat islam 
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juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal 

dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membeda-

bedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil diatur dalam suatu 

aturan yaitu fiqih mawaris.
3
 

Menurut hukum Al-fara>id{ bagian waris yang diterima oleh seorang ahli 

waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah dan RasulNya, dan besar 

kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain secara bersama-sama 

mempunyai hak hak waris sehingga bagian seorang ahli waris berbeda dalam 

kondisi yang berbeda.
4 

Kata mawarits adalah bentuk jamak dari kata “Al-Irts|u” artinya harta yang 

ditinggalkan orang yang telah mati, menurut istilah adalah ilmu tentang 

pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia.
5
 

Dalam Al-Qur’an telah dijelakan jenis harta yang haram dan yang halal 

diambil untuk dinikmati. Diantara harta yang halal diambil adalah harta pusaka 

atau harta waris. Di dalam Al-Qur’an dan Al-Hadis telah di atur cara pembagian 

harta pusaka dengan seadil-adilnya agar harta itu menjadi halal dan berfaedah. 

Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah/2: 188: 
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                           

               

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di 

antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa 

(urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian 

daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal 

kamu mengetahui”.
6
 

Adapun dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisa/4: 7: 

                       

                        

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tuanya 

dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta 

peninggalan kedua orang tuanya dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak 

menurut bagian yang telah ditetapkan”.
7
 

Nabi Muhammad SAW juga menegaskan tentang keharusan pembagian 

harta warisan tersebut berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, 

sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Abbas: 

قُُووا افْرَاَاضَِ  أَِلَْلِاَا عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِْ 
 8 فَمَا بقَُِويَ فَ اُوَ لَِِوْلََ رَجُلٍ ذكََاٍ 
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Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah SAW berdabda: “Berikanlah harta 

warisan kepada yang berhak, sedangkan sisanya untuk laki-laki yang paling 

dekat garis keturunannya.”
9
 

 Rukun kewarisan sesuatu yang harus ada dalam proses mewujudkan 

penyelesaian pembagian harta warisan, meliputi hal-hal berikut: 

1. Al Muwarits, yaitu orang yang meninggal dunia atau mati, baik mati 

hà>kiky  ataupun mati  h~ukmy,  yakni suatu kematian yang dinyatakan 

oleh keputusan hakim atas dasar beberapa sebab, kendati sebenarnya ia 

belum mati sejati meninggalkan harta atau hak.
10

 

2. Al Waris atau ahli waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai 

hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab 

perkawinan (semenda), atau karena memerdekakan hamba sahaya. 

3. Al Maurus atau al miras, yaitu harta peninggalan si mati setelah 

dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan 

wasiat.
11

  

Proses waris mewarisi adalah berfungsi sebagai menggantikan kedudukan 

dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan 

orang yang ditinggalkannya. Sedangkan menurut istilah adalah Al-fara>id { yang 
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artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang 

berhak menerimanya.
12

  

Ahli waris dalam Islam dikenal dengan adanya as{ha>bul furud{h dan 

as{habah As{ha>bul furud{h yaitu ahli waris yang sudah ditentukan bagian-bagiannya, 

yakni ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, dan 2/3.
13

 Ahli waris yang umumnya terdapat ahli waris 

perempuan meliputi: anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki, ibu, nenek, 

saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seayah, dan istri.
14

 Sedangkan 

ahli waris laki-laki meliputi: bapak, kakek, suami, As{ha>bah yaitu semua ahli waris 

yang tidak mendapat bagian tetap dan  tertentu, baik yang diatur dalam Al-Qur’an 

maupun Hadits. As{ha>bah dapat mengambil semua harta apabila ia sendirian dan 

dapat mengambil sisa sesudah as{ha>bul furud{h mengambil bagiannya.
15

 

Pada kenyataannya penulis menemukan sebuah kasus yaitu adanya 

pembagian harta warisan dengan sistem undi. Dalam kasus ini ada sepasang suami 

istri Kakek dan Nenek yang memiliki  empat orang anak satu diantaranya laki-laki 

dan tiga orang perempuan. Kemudian Kakek dan Nenek ini pun meninggal dunia. 

Setelah berjalannya waktu, empat orang anak dari Kakek dan Nenek ini pun 

meninggal dunia dan meninggalkan anak masing-masing. Setelah anak-anak dari 

Kakek dan Nenek meninggal tidak lama setelah nya anak dari ahli waris Kakek 
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dan Nenek membagi harta yang ditinggalkan oleh Kakek dan Nenek. Berupa tiga 

lahan tanah atau setara dengan 105 borongan. Yakni, lahan pertama ditanami 

pohon durian dan langsat, lahan kedua berupa tanah kosong dan lahan ketiga 

berupa tanah yang ditanami pohon yang tidak menghasilkan buah ataupun karet. 

Jadi, dari masing-masing anak ahli waris generasi pertama mendapatkan 

perpindahan bagian harta warisan (munasakhah) yang mana sebelumnya mereka 

belum menjadi ahli waris. Mereka selaku ahli waris generasi kedua melakukan 

pembagian harta warisan dengan cara undi. 

Anak dari ahli waris generasi pertama diantaranya adalah cucu laki-laki dari 

anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak perempuan dan cucu perempuan dari 

masing-masing anak perempuan. Kemudian para ahli waris generasi kedua 

melakukan undi untuk mendapatkan lahan tersebut. Atas kesepakatan bersama 

mereka melakukan pembagian dengan sistem undi. Dari hasil sistem undi tersebut 

para ahli waris generasi kedua mendapatkan masing-masing 1 bagian terhadap 

lahan tersebut. Padahal seharusnya menurut pembagian hukum Islam tiga anak 

perempuan bersama anak laki-laki menjadi as{ha>bah bilghair yaitu laki-laki 

mendapat 2 bagian dan perempuan mendapat satu bagian dari harta warisan. 

Meskipun ahli warisnya perempuan dan ahli waris yang mendapatkan 

perpindahan hak adalah laki-laki tetap saja mendapatkan hasil yang seharusnya 

didapatkan oleh ahli waris. Pada pembagian inilah terjadi perbandingan 2 : 1 bagi 

laki-laki dan perempuan. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, menjadi dasar bagi penulis 

untuk meneliti tentang pembagian harta waris, dengan mengangkat judul 
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“Praktik Pembagian Harta Warisan Dengan Cara Undi (Studi Kasus 

Kelurahan Tanta Hulu Kecamatan Tanta)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang diuraikan di atas maka penulis 

merumuskan permasalahan yang akan di teliti yakni : Bagaimana Praktik 

Pembagian Harta Warisan dengan Cara Undi di Kelurahan Tanta Hulu Kecamatan 

Tanta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis tertarik mengadakan 

penelitian dengan tujuan untuk mengetahui praktik pembagian harta warisan 

dengan cara undi dan ditinjau berdasarkan hukum Islam. 

 

D. Signifikansi Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna untuk: 

1. Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya yang membahas 

masalah yang sama dari sudut pandang yang berbeda. 
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2. Sebagai bahan pustaka perpustakaan Fakultas Syariah pada khususnya 

dan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada 

umumnya. 

3. Bahan informasi bagi masyarakat maupun para fuqaha mengenai 

pembagian harta warisan dengan sistem undi. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka penulis akan 

mengemukakan beberapa definisi operasional, sebagai berikut: 

1. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakam umtuk keperluan pewaris selama sakit sampai ia 

meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang, dan 

pemberian untuk kerabat (KHI Buku II Pasal 171 e). Dan yang penulis 

maksud adalah Harta warisan yang berupa 3 lahan tanah dibagi untuk 

para ahli waris yang mendapatkan perpindahan harta warisan. 

2. Undi dipakai untuk menentukan atau memilih.
16 

Yang dimaksud penulis 

dalam penelitian ini adalah masyarakat/para ahli waris di kelurahan 

tanta hulu kecamatan tanta yang membagi warisan dengan 

menggunakan undi. 
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F. Kajian Pustaka 

Penulis menemukan beberapa judul skripsi yang pernah ditulis mahasiswa-

mahasiswi di Perguruan Tinggi yang berkaitan dengan judul skripsi yang akan 

diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti kemukakan skripsi terkait: 

Pertama, Penulis menemukan judul skripsi yang berkaitan dengan yang 

penulis teliti yang ditulis oleh mahasiswa UIN Antasari dengan judul skripsi: “ 

Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari  tentang Kewarisan Cucu Muslim 

sebagai Ahli Waris Pengganti Bagi anak yang Mahrum”. Oleh Ali Sabana. Skripsi 

ini membahas tentang kedudukan seorang cucu apakah bisa menjadi ahli waris 

pengganti bagi ayahnya yang mahrum. Peneliti ini pun lebih mengarah kepada 

pendapat para Hakim Pengadilan Agama.
17

 

Kedua, penulis juga menemukan skripsi yang berkaitan dengan judul 

“Pola-pola Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar di Kabupaten 

Tabalong”. Oleh A. Zaki Amin. Skripsi ini meneliti tentang banyaknya pola-pola 

yang dilakukan masyarakat Banjar di Kab. Tabalong untuk melakukan pembagian 

warisan.
18

 

Ketiga, Penulis juga menemukan judul skripsi yang pernah ditulis oleh 

mahasiswi dari Perguruan Tinggi lain yakni IAIN Palangka Raya yang berkaitan 
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erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis, untuk itu akan peneliti 

kemukakan skripsi terkait: “Pembagian Harta Waris menggunakan Undi (Studi di 

Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin 

Timur)”. Oleh Siti Mushbihah (NIM. 1202110395).
19

 Skripsi ini membahas 

tentang beberapa keluarga yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem 

undi di desa Cempaka Mulia Barat kecamatan Cempaga Kabupaten Kota waringin 

Timur.  

Kasus pertama ialah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal 

dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 6 orang anak dan seorang istri. 

Adapun harta yang ditinggalkan adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 15 

hektar dan 2 buah rumah. Salah satu dari 2 buah rumah secara langsung dimiliki 

oleh ibu mereka sesuai dengan kesepakatan ahli waris, jadi harta waris yang 

dibagikan untuk semua ahli waris adalah satu petak tanah persegi panjang seluas 

15 hektar dan sebuah rumah. Untuk menghindari terjadinya saling merugikan 

terkait siapa yang paling berhak mendapatkan posisi ideal dari satu petak tanah 

dan sebuah rumah mereka membagi harta waris tersebut dengan cara diundi. 

Namun ternyata setelah mereka melakukan pengundian tersebut justru terjadi 

konflik, yakni salah satu dari ahli waris tersebut merasa keberatan dengan hasil 

undian tersebut. Alasan salah satu ahli waris tersebut merasa keberatan adalah 

karena yang mendapatkan bagian berupa sebuah rumah adalah anak terakhir (anak 

bungsu). 
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Kasus kedua adalah ada salah satu dari sepasang suami-istri meninggal 

dunia, dan meninggalkan ahli waris sebanyak 3 orang anak, seorang suami dan 2 

orang bibi (saudara perempuan kandung). Adapun harta yang ditinggalkan adalah 

satu petak tanah persegi seluas 14 hektar, satu petak tanah persegi seluas dua 

hektar yang berada jauh dari tempat kediaman ahli waris, sebuah rumah dan 

sebuah sarang walet. Setelah melakukan pertemuan keluarga, mereka 

memutuskan untuk membagi harta waris tersebut dengan cara diundi. Dan mereka 

setuju akan hasil dari undi tersebut. 

Pada ketiga kasus ini terdapat persamaan juga terdapat perbedaan terhadap 

yang penulis teliti. Penulis melakukan penelitian terhadap anak yang mendapatkan 

perpindahan harta warisan (munasakhah) menjadi ahli waris kemudian mereka 

membagi harta peninggalan kakek dan nenek dengan cara undi. Sehingga secara 

spesifik penelitian yang penulis lakukan berbeda namun memiliki keterkaitan 

dengan objek penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diatas. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Agar lebih mudah dan terperinci dalam penyusunan skripsi ini, maka 

digunakan sistematika sebagai berikut: 

Bab I, adalah pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi 

operasional, kajian pustaka dan diakhiri dengan sistematika 

penulisan. 
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Bab II, adalah merupakan landasan teoritis yaitu pengertian waris, dasar 

hukum waris, sebab-sebab adanya hak waris, rukun waris dan 

syarat- mewarisi, asas-asas kewarisan dalam Islam, golongan ahli 

waris, pengertian munasakhah dan dasar hukumnya, unsur 

munasakhah, bentuk-bentuk munasakhah dan Hikmah pembagian 

waris secara Islam. 

Bab III, yaitu metode penelitian yang meliputi jenis dan sifat penelitian, 

lokasi penelitian, data sumber data, teknik pengumpulan data, 

teknik pengolahan dan analisis data, dan tahapan penelitian. 

Bab IV, adalah laporan hasil penelitian yang meliputi penyajian data, dan 

analisis data. 

Bab V, yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan data hasil penelitian dan 

saran-saran. 

 

 

 

 

 

 


